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otentik m
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mencip—takan alat ag}ﬂz:t-suam perjanjian yang mutlak. Notaris dibenn wewenang
pembuktian yang mutlak oleh undang-undang dan apa yang\crs.cbﬁt

dalampakta ot;]mik itu pada pokoknya dianggap benar.
ermasalahan dalam skripsi i vaitu apakah faktor-faktor penyebab terjadinya

Peiallgﬁar an Pa:Ral 17 yang dilakukan Notaris dan apakah sanksi hukum terhadap
pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 {entang Jabatan Notaris

yang dilakukan notaris.
Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian h
penelitian 1lmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum.
Hasil penelitian didapat bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran
tentang Jabatan Notans yang

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
engawasan yang dilakukan terhadap Notaris yang
embentuk Majelis Pengawas

dilakukan Notaris yaitu faktor p
dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan m
s, faktor wilayah kerja vang ditempatkan
a notaris di luar wilay ah

m faktor persaingan sesama Notar
kelemahan kode ctik mengenai pembuatan akt
Undang-Undang Nomor 2

I ~ Sanksi hukum terhadap pelanggaran Pasal 17
. yang dilakukan notarts diatur dalam Pasal 84
' nistrast. Pertama dalam

Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris | _

dan 835 UUIN yaitu berupa sanksi perdata dan sanksi admi

Pasal 84 ditentukan ada 2 (dua) jenis sanks! perdata, Akta Notaris menjadi batal dem

hﬁ.k mak negantic A, . dan bunga kepada Notans
dapa epuntut penggantian biaya, ganti Tug dan

e . o e ran lisan, legurai ertuhis

e ' nistratif yang dap a tegu
. Kedua sanks administratit Yang dapat berupa ; |
"mhmtian gementara, pcmberhemmn dengan hormat dan pemberhential tidak
Rekomendasi dibenkan kepad

¥ w agar nidak terjadi lagi Notar

ukum normatif yaitu prosedur

i memperketdl

Notans agar e
Undang Yabatan

a Pengawas :
ar Undang-

{s vang melangg
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